
 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  

IBUKOTA JAKARTA 

 

                                     NOMOR   46 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

 

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG 

PEDOMAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN  

UNTUK KEPENTINGAN UMUM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

    

 

Menimbang   : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum, maka pengaturan mengenai pedoman 

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 

berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum sudah tidak relevan sehingga perlu dicabut; 

 

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 

Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744; 

 

 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l2 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6885); 

 

5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 672); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

GUBERNUR NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN 

PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN 

UMUM. 

 

Pasal 1 

 

Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

(Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 

2017 Nomor 73007), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 



3 

 

 

 

Pasal 2 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

 

 

 

Ditetapkan di  Jakarta 

pada tanggal   26 November 2024                      

 

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA, 

 

ttd 

 

TEGUH SETYABUDI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal   9 Desember 2024                     

 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA, 

 

ttd 

 

MARULLAH MATALI 

 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

    TAHUN   2024    NOMOR   23006 

 
                   Salinan sesuai dengan aslinya 
      KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

    PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 
 

 
 

 

 
                        SIGIT PRATAMA YUDHA 

                  NIP 197612062002121009 
 

 

 

 

 

 

 


